BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR: 68 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,
Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting

Terintegrasi memerlukan sumber daya manusia maupun
sumber daya finansial yang memadai;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat {1} Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting, dalam rangka menyelenggarakan
Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten,
Bupati menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting
Tingkat Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan
Stunting Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

PARAF KOORDINASI diubah beberapa Kkali terakhir dengan Undang-Undang

SEKDA /4'. Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

KA.SKPN Asm tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

KABAG-HUKUM ’L e | Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
( 6856);

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6887);

4, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2018 tentamg Percepatan  Penmanggulangan
Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 199);

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Penanggulangan Masalah Gizi Anak Bagi Anak Akibat
Penyeldt;

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi
Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia
Tahun 2021-2024;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariamman Tatiun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang
Pariaman Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8
PARAF KOORDINASI Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belamja
SEKDA |~ Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten

Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
KASKPD,ASMEN ‘jﬂ 10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023
KABAG.HUKUM ﬂ[ | tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
. 7 Daerah Tahun Anggaran 2023;
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KESATU :  Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki
tugas secara umum mengoordinasikan, menyinergikan, dan
mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Stunting di tingkat Kabupaten Padang Pariaman dan
kecamatan, dengan :

a. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan
peleksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan
penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan
pemerintah  nagari, maupun dengan pemangku
kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten Padang
Pariaman;

b. memastikan  pelaksanaan  peningkatan  kapasitas
kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat
kabupaten, kecamatan, hingga tingkat nagari yang
dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting;

c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan
pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan
penurunan stunting di tingkat Kabupaten Padang
Pariaman;

d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen
pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di
tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat nagari;

e. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan percepatan penurunan sfunting bersama

FARAF KOORDIN ASI secara lintas sektor di tingkat Kabupaten Pada.ng Pariama.n,

f. membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat
SEKDA

i kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan Stunting
{ASHRDASHTEN

i

KABAGHUKUM

stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

l
Y
M' g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan

bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
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KETIGA :  Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam

melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan
laporan kepada Bupati.

KEEMPAT :  Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran
2024 dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2024.

KELIMA :  Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan

dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan
tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota
Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang
bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KEENAM . Keputusan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tamggal . 0 fdoums - 2024

PARAF KOORDINASI BUPATI PADANG PARIAMAN,

SEKDA [~

SPIeE] )
KABAGHUKUM ﬁuﬁ I SUHATRI BUR

Tembusan ini disampaikan kepada yth :

1

2.
3.
4,

Gubernur Sumeatera Barat di Padang;

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Barat di Padang;
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi
Sumatera Barat di Padang; dan

Yang bersangkutan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PDANG PARIAMAN
NOMOR ! (& /KEP/BPP/2024
TANGGAL  : 05 feetueti - 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM  PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING TAHUN 2024

NO

JABATAN INSTANSI

JABATAN RINCIAN TUGAS
DALAM TIM

Bupati Padang Pariaman

Ketua 1. memberikan arahan bagi
Pengarah perumusan dan
pelaksanaan kebijakan,

Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah

Anggota rencana, program dan

Pengarah kegiatan percepatan
penurunan  stunting di
tingkat kabupaten;

2. memberikan pertimbangan,
saran, dan rekomendasi
dalam penyelesaian
kendala dan hambatan
penyelenggaraan
percepatan penurunan
stunting di tingkat
kabupaten /kota; ‘

3. melakukan rapat dengan
pelaksana 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun atau
sewaktu-waktu apabila
dipertukan; dan ‘

4, melaporkan
penyelenggaraan
percepatan penurunan
stunting kepada gubernur 2
{dua) kali dalam 1 {satu)
tahun atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.

PERAR ROGRDIEASPati Padang

SEKDA TR

AR

ISR <24

fABAG

HUKOH /1 |

T

Ketua mengkoordinasikan dan
Peleksene | memastikan pelekseneen
percepatan penurunan
Stunting untuk mencapai
target penurunan Stunting
kabupaten, melalui:

1. mengoordinasikan dan |
mengendalikan
pelaksanaan seluruh
kegiatan percepatan
penurunan  Stunting di
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sumber data lainnya

terkait percepatan
penurunan Stunting;
2. mengumpulkan dan

mengolah data keluarga
berisiko  Stunting  di

kabupaten;

3. melakukan  pengelolaan
pengetahuan yang
dibutuhkan untuk

mendukung  percepatan
penurunan Stunting di

kabupaten;
4. melaksanakan audit
Stunting di kabupaten;

| 5. melakukan pemantauan
dan evaluasi di tingkat
kabupaten dengan
melibatkan TPPS di tingkat
kecamatan dan desa,
dengan mengacu pada
indikator kinerja capaian
operasionalisasi
Percepatan penurunan
Stunting pada strategi
masional dan rencana aksi
nasional; dan

6. menyusun pelaporan hasil
pemantauan dan evaluasi
kepada tim pengarah
Iabupaten.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI

SEKDA 4<

SIRISTE] 74

SUHATRI BUR

KABAGHURUN ] /4!
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